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ALVIN GUNAWAN (B111 10 261), dengan judul “Kajian Viktimologis 
Terhadap Kejahatan Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anggota 
Geng Motor di Kota Makassar”. Di bawah bimbingan Syamsuddin 
Muchtar selaku Pembimbing I dan Abd. Asis selaku Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan: pertama, untuk mengetahui peran korban 
dalam terjadinya kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anggota 
geng motor di Kota Makassar. Kedua, untuk mengetahui upaya-upaya 
yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi 
kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anggota geng motor di Kota 
Makassar. 
Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) 
dan metode penelitian lapangan (Field research) dan dilaksanakan di 
Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar dengan mengambil 
berkas dan data untuk mengetahui jumlah kasus, jumlah pelaku, jumlah 
korban, dan akibat dari penganiayaan. Selain itu, penulis juga 
mewawancarai beberapa anggota Satuan Reskrim Polrestabes Makassar 
serta korban kejahatan penganiayaan. Peneliti juga melakukan 
pengumpulan data-data berkenaan dengan objek penelitian dan 
melakukan studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku serta 
literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Peran korban dalam 
terjadinya kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh geng motor di 
Kota Makassar, antara lain: yang sama sekali tidak bersalah, yang jadi 
korban karena kelalaiannya, yang sama salahnya dengan pelaku, dan 
yang lebih bersalah dari pelaku. (2) Upaya yang dilakukan dalam 
menanggulangi kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh geng motor 
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A. Latar Belakang Masalah 
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 
1945 (selanjutnya disingkat UUDNKRI 1945) menegaskan bahwa Negara 
Indonesia adalah negara hukum. Hukum dirumuskan untuk mengatur dan 
melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat agar tidak terjadi 
benturan serta untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pernyataan ini 
sesuai dengan definisi hukum yang dikemukakan oleh Achmad Ali 
(2008:30-31) sebagai berikut: 
Hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun 
dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak 
boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan 
bermasyarakatnya. Hukum tersebut bersumber baik dari 
masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui 
berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta 
benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai satu 
keseluruhan) dalam kehidupannya. Jika kaidah tersebut dilanggar 
akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk 
menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal. 
Sejak diundangkannya Undang-undang (selanjutnya disingkat 
UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara 
Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP), perhatian terhadap kedudukan 
pelaku kejahatan sebagai individu yang mempunyai hak asasi manusia 
memperoleh perhatian utama. Hal ini muncul karena di masa lalu, 
khususnya sebelum berlakunya KUHAP, muncul berbagai kritikan 
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terhadap proses pemeriksaan pelaku kejahatan yang dianggap banyak 
melanggar hak asasi manusia. 
Banyaknya materi KUHAP yang mengatur tentang perlindungan 
pelaku kejahatan mengakibatkan porsi perlindungan yang diberikan 
kepada korban kejahatan terkesan menjadi tidak memadai. Padahal, 
sejatinya perlindungan yang diberikan kepada korban kejahatan dan 
pelaku kejahatan adalah seimbang dan tidak dapat dibeda-bedakan 
sebagaimana asas setiap orang bersamaan kedudukannya dalam hukum 
(equality before the law).  
Dalam kehidupan sehari-hari di zaman modern ini, banyak 
terlihat dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya dapat 
terlihat dengan pesatnya kemajuan dalam dunia teknologi yang sangat 
membantu manusia dalam melakukan segala kegiatannya dalam 
kehidupan sehari-hari. Secara tidak langsung, pesatnya perkembangan 
zaman juga memiliki dampak negatif, hal ini dapat dilihat dengan 
banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang timbul dalam kehidupan 
sehari-hari berupa kejahatan dan pelanggaran yang dewasa ini sudah 
dilakukan oleh semua kalangan, dan para kaum remaja khususnya. Dalam 
beberapa tahun terakhir ini, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan 
dan norma-norma yang berlaku semakin mengalami peningkatan. Hal ini 
tampak dari banyaknya kasus-kasus kejahatan yang diberitakan di 
berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik. Maraknya 
pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku tersebut 
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merupakan salah satu kejadian dan fenomena sosial yang sering terjadi 
dalam masyarakat belakangan ini. 
Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum 
yang dilakukan oleh kaum remaja, disebabkan oleh berbagai faktor, 
antara lain adanya dampak negatif perkembangan zaman yang cepat, 
arus globlisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup yang 
kurang baik, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam 
kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan 
perilaku remaja. Selain itu, remaja yang kurang atau tidak memperoleh 
kasih sayang, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, 
perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua akan mudah 
terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang 
kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya. 
Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan 
merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia, kota ini merupakan 
yang terbesar di Indonesia Timur dan merupakan kota terbesar keempat 
di Indonesia. Makassar memiliki luas areal 175,79 km2 dengan penduduk 
sebanyak kurang lebih 1.223.450 jiwa sehingga kota ini sudah dapat 
disebut sebagai kota Metropolitan. 
Seperti halnya dengan kota-kota lain yang sedang berkembang 
di seluruh dunia, Kota Makassar juga mengalami fenomena yang serupa. 
Diantaranya yaitu perkembangan kota yang sangat pesat, seperti 
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berdirinya kantor-kantor, pusat perbelanjaan, sarana perhubungan, pabrik, 
sarana hiburan dan juga tidak lepas dari fenomena yang dialami oleh 
kota-kota metropolitan yang lainnya yaitu kejahatan yang semakin 
beragam. Salah satu fenomena kejahatan yang sedang marak dan 
banyak diperbincangkan disemua kalangan di Kota Makassar saat ini 
adalah kejahatan yang dilakukan oleh geng motor. 
Kejahatan geng motor merupakan kejahatan yang sudah 
menjadi trending topic dan biasanya banyak dilakukan oleh kaum remaja. 
Belakangan ini, semua kejahatan yang dilakukan geng motor sangat 
meresahkan masyarakat Kota Makassar. Tidak hanya pelanggaran ringan 
seperti pelanggaran lalu lintas, tetapi kejahatan seperti pengrusakan 
fasilitas umum, bentrok antar sesama geng motor, pemalakan, 
perampokan, penganiyaan dan masih banyak kejahatan-kejahatan lain 
yang dilakukan oleh kelompok geng motor ini yang sudah sangat 
meresahkan masyarakat. 
Penganiayaan yang dilakukan oleh geng motor merupakan 
salah satu yang paling sering diberitakan diseluruh media massa di 
Indonesia terlebih khusus di Makassar sekarang ini. Mulai dari yang 
menimbulkan luka berat terhadap korban, bahkan tidak jarang juga hingga 
menimbulkan korban nyawa. Penganiayaan ini mereka lakukan tanpa 
alasan yang jelas, mereka bahkan menyerang siapa saja dengan cara 
yang sangat tragis. 
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Maka dari masalah-masalah dikemukakan di atas, penulis ingin 
membahas mengenai peran korban dalam tindak pidana yang dilakukan 
oleh anggota geng motor dan upaya penanggulang dari penegak hukum 
dengan judul “Kajian Viktimologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan 
yang Dilakukan oleh Anggota Geng Motor di Kota Makassar”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah penulis 
paparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah peran korban terjadinya penganiayaan yang 
dilakukan oleh anggota geng motor? 
2. Bagaimanakah upaya aparat penegak hukum dalam 
menanggulangi kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh 
anggota geng motor di Kota Makassar? 
  
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui peran korban terjadinya penganiayaan yang 
dilakukan oleh anggota geng motor. 
b. Untuk mengetahui upaya aparat penegak hukum dalam 
menanggulangi kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh 




2. Manfaat Penelitian 
a. Manfaat teoritis, memberikan konstribusi pemikiran bagi ilmu 
pengetahuan pada umumnya, dan ilmu hukum khususnya 
hukum pidana serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi para 
akademisi yang berminat pada masalah-masalah hukum 
pidana, kriminologi dan viktimologi. 
b. Manfaat praktik, memberikan bahan masukan bagi masyarakat, 
aparat penegak hukum, dan praktisi hukum dalam praktik, agar 
masyarakat, aparat penegak hukum dan aparat hukum dapat 
melakukan tindakan pencegahan terhadap tindak kejahatan 
khususnya kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh 






1. Pengertian Viktomologi 
Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom (2007:34) 
mengemukakan bahwa: 
Viktimologi berasal dari bahasa Latin victima yang berarti korban 
dan logos yang berarti ilmu. Secara terminologi, viktimologi berarti 
suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya 
korban dan akibat-akibat timbulnya korban yang merupakan 
masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. 
Lanjut Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom (2007:34) 
mengemukakan bahwa: 
Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena 
tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita 
kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun 
pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbulan 
korban adalah sikap atau tindakan terhadap korban dan/atau pihak 
pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam 
terjadinya suatu kejahatan. 
Jadi, Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom (2007:35) 
mengemukakan bahwa: 
Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang 
mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu 
permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. 
Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu: 
1. sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang 
sebenarnya secara dimensional; 
2. sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interrelasi antara 
fenomena yang ada dan saling memengaruhi; 
3. sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur 
struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu. 
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Selanjutnya Rena Yulia (2010:44) mengemukakan bahwa: 
Viktimologi mencoba memberi pemahaman, mencerahkan 
permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban 
kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka 
menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan 
menekan kejahatan secara lebih bertanggung jawab. 
 
2. Ruang Lingkup Viktimologi 
Rena Yulia (2010:45) mengemukakan bahwa: 
Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan 
korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku 
dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban 
dalam sistem peradilan pidana. 
 
Menurut J. E. Sahetapy (Rena Yulia, 2010:45), ruang lingkup 
viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang 
ditentukan oleh suatu victimity yang tidak selalu berhubungan dengan 
masalah kejahatan, termasuk pola korban kecelakaan, dan bencana alam 
selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. 
Namun dalam perkembangannya di tahun 1985 Separovic 
memelopori pemikiran agar viktimologi khusus mengkaji korban karena 
adanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak mengkaji 
korban karena musibah atau bencana alam karena korban bencana alam 
di luar kemauan manusia (out of man’s will). 
Tujuan viktimologi dikatakan Muladi (Rena Yulia, 2010:45) 
adalah: 
1. Menganalisis pelbagai aspek yang berkaitan dengan korban; 
2. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab 
terjadinya viktimisasi; dan 
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3. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan 
manusia. 
Objek studi atau ruang lingkup perhatian Viktimologi menurut 
Arif Gosita (Rena Yulia, 2010:46) adalah sebagai berikut: 
1. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalitas; 
2. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal; 
3. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi 
suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas, seperti para korban, 
pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, 
hakim, pengacara, dan sebagainya; 
4. Reaksi terhadap viktimisasi kriminal; 
5. Respon terhadap suatu viktimisasi kriminal: argumentasi 
kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau 
viktimologi, usaha-usaha prevensi, represi, tindak lanjut (ganti 
kerugian), dan pembuatan peraturan hokum yang berkaitan; 
6. Faktor-faktor viktimogen/kriminogen. 
H. Siswanto Sunrso (2012:62) mengemukakan bahwa: 
Manfaat mempelajari viktimologi antara lain: 
1. Memberikan sumbangan pemikiran dalam mengerti lebih baik 
tentang korban; 
2. Untuk menyelamatkan orang dalam bahaya dari bahaya secara 
tidak langsung; 
3. Memberikan dasar pemikiran untuk mengatasi masalah 
kompensasi pada korban. 
 
B. Korban 
1. Pengertian Korban 
Mengenai pengertian korban sebagaimana dalam Pasal 1 
angka 2 UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami 
penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan 
oleh suatu tindak pidana. 
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Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom (2007:46-48) 
mengemukakan bahwa: 
Berbagai pengertian korban dikemukakan baik oleh para ahli 
maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang 
membahas mengenai korban kejahatan, sebagian diantaranya 
adalah sebagai berikut: 
1. Arief Gosita 
Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah 
sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan 
kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan 
kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan 
kepentingan hak asasi yang menderita. (Bambang Waluyo, 2012:9) 
2. Ralph de Sola 
Victim is person who has injured mental or physical suffering, loss 
of property or death resulting from an actual or attempted criminal 
offense committed by another. 
3. Cohen  
Victim is whose pain and suffering have been neglected by the 
state while it spends immense resource to hunt down and punish 
the offender who responsible for that pain and suffering. 
4. Z.P. Separovic 
Victim is the person who are threatened, injured or destroyed by an 
actor or mission of another (mean, structure, organization, or 
institution) and consequently; a victim would be anyone who has 
suffered from or been threatened by a punishable act (not only 
criminal art but also other punishable acts as misdemeanors, 
economic offences, non fulfillment of work duties) or an accidents. 
Suffering may be caused by another man or another structure, 
where people are also involved. 
5. Van Boven 
Korban adalah orang yang secara individual maupun kelompok 
telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, 
penderitaan emosioal, kerugian ekonomi atau perampasan yang 
nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan maupun 
karena kelalaian. 
6. Muladi 
Korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun 
kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau 
mental, emosional, ekonomi, atau gangguan subtansial terhadap 
hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang 
melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk 
penyalahgunaan kekuasaan. 
7. Prinsip-Prinsip Keadilan Bagi Korban Kejahatan Dan 
Penyalahgunaan Kekuasaan (United Nation Of Basic Principles Of 
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Justice For Victims Of Crime And Abuse Of Power 1985) Pasal 1  
victims  means persons who, individually or collectively have 
suffered harm, including physical or mental injury, emotional 
suffering, economic loss or substantial impairment of their 
fundamental right, through acts or omissions that are in violation of 
criminal laws operative within member states, including those laws 
proscribing criminal abuse of power. 
8. UU Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran Dan 
Rekonsiliasi 
Korban adalah orang per orangan atau kelompok orang yang 
mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, 
kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau 
terampas hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli waris. 
9. Peratuan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara 
Perlindungan Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi 
Manusia Yang Berat 
Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang 
mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak yang berat 
yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman 
gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun. 
Menurut Mendelsohn, berdasarkan derajat kesalahannya 
korban dibedakan menjadi lima macam, yaitu: (Rena Yulia, 2010:52) 
1. Yang sama sekali tidak bersalah; 
2. Yang jadi korban karena kelalaiannya; 
3. Yang sama salahnya dengan pelaku; 
4. Yang lebih bersalah daripada pelaku; 
5. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini 
pelaku dibebaskan). 
 
Von Hentig membagi enam kategori korban dilihat dari keadaan 
psikologis masing-masing, yaitu: (Rena Yulia, 2010:53) 
1. The depressed, who are weak and submissive; 
2. The acquisitive, who succumb to confidence games and racketeers; 
3. The wanton, who seek escapimin forbidden vices; 
4. The lonesome and heartbroken, who are susceptible to theft and 
fraud; 
5. The tormentors, who provoke violence, and; 





Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam 
terjadinya kejahatan, Ezzer Abde Fattah menyebutkan beberapa tipologi 
korban, yaitu: (Rena Yulia, 2010:53) 
1. Nonparticipating victims adalah mereka yang menyangkal/menolak 
kejahatan dan penjahat tetapi tidak ikut turut berpartisipasi dalam 
penanggulangan kejahatan. 
2. Latent or predisposed victims adalah mereka yang mempunyai 
karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu. 
3. Provocative victims adalah mereka yang menimbulkan kejahatan 
atau pemicu kejahatan. 
4. Participating victims adalah mereka yang tidak menjalani atau 
memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi 
korban. 
5. False victims adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya 
sendiri. 
 
Apabila ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri 
maka Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban menjadi tujuh 
bentuk, yaitu: (Rena Yulia, 2010:54) 
1. Unrelated victims adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan 
si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, 
dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban. 
2. Provocative victims adalah mereka yang menimbulkan kejahatan 
atau pemicu kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab 
terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama. 
3. Participating victims adalah mereka yang tidak menjalani atau 
memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi 
korban. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar 
yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik 
sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini 
pertanggungjawabannya sepenuhnya ada pada pelaku. 
4. Biologically weak victim adalah kejahatan yang disebabkan adanya 
keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut 
usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari 
aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau 
pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan 
kepada korban yang tidak berdaya. 
5. Socially weak victims adalah korban yang tidak diperhatikan oleh 
masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan 
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sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara 
penuh terletak pada penjahat atau msyarakat. 
6. Self victimizing victims adalah korban kejahatan yang dilakukan 
sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu 
pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena 
sekaligus sebagai pelaku kejahatan. 
7. Political victims adalah korban karena lawan politiknya. Secara 
sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali 
adanya perubahan konstelasi politik. 
 
Pengelompokan korban menurut Sellin dan Wolfgang dibedakan 
sebagai berikut: (Rena Yulia, 2010:54) 
1. Primary victimization, yaitu korban berupa individu atau perorangan 
(bukan kelompok). 
2. Secondary victimization, yaitu korban kelompok, misalnya badan 
hukum. 
3. Tertiary victimization, yaitu korban masyarakat luas. 
4. No victimization, yaitu korban yang tidak dapat diketahui misalnya 
konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu produksi. 
 
2. Peranan Korban dalam Terjadinya Kejahatan 
Rena Yulia (2010:75) mengemukakan bahwa: 
Masalah korban ini sebetulnya bukanlah masalah yang baru, hanya 
karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan. 
Apabila mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang 
sebenarnya secara dimensional, maka mau tidak mau kita harus 
memperhitungkan peranan korban dalam timbulnya suatu 
kejahatan. Peran yang dimaksud sebagai sikap dan keadaan diri 
seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan 
keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan. 
Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya 
suatu kejahatan. Pada kenyataan dapat dikatakan bahwa tidak 
mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada korban kejahatan, 
yang merupakan peserta utama dari penjahat dalam hal terjadinya 
suatu kejahatan dari hal pemenuhan kepentingan si penjahat yang 




Menurut Mendelsohn, berdasarkan derajat kesalahannya 
korban dibedakan menjadi lima macam, yaitu: (Rena Yulia, 2010:80) 
1) Yang sama sekali tidak bersalah; 
2) Yang jadi korban karena kelalaiannya; 
3) Yang sama salahnya dengan pelaku; 
4) Yang lebih bersalah daripada pelaku; 
5) Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini 
pelaku dibebaskan). 
 
Hentig beranggapan bahwa peranan korban dalam 
menimbulkan kejahatan adalah: (Rena Yulia, 2010:81) 
1. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk 
terjadi; 
2. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk 
memperoleh keuntungan yang lebih besar; 
3. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama 
antara si pelaku dan si korban; 
4. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak 
ada provokasi dari si korban. 
 
Rena Yulia (2010:81) mengemukakan bahwa: 
Peranan korban kejahatan antara lain berkenaan dengan hal-hal 
sebagai berikut: 
1. Apa yang dilakukan pihak korban; 
2. Bilamana dilakukan sesuatu; 
3. Di mana hal tersebut dilakukan 
  
 
3. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan 
Rena Yulia (2010:177) mengemukakan bahwa perlunya 
diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai 
tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Oleh karena 
itu, masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Pentingnya 
perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat 
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dari dibentuknya Declaration of Basic Principal of Justice for Victims of 
Crime and Abuse of Power oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (yang 
selanjutnya disingkat PBB), sebagai hasil dari The Sevent United Nation 
Conggres on the Prevention of Crime and the Treatment of Ofenders, 
yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985. 
Sepanjang menyangkut korban kejahatan dalam deklarasi PBB 
tersebut telah menganjurkan agar paling sedikit diperhatikan 4 (empat) hal 
sebagai berikut: 
1. Jalan masuk untuk memperoleh keadilan dan diperlakukan secara 
adil (access to justice and fair treatment); 
2. Pembayaran ganti rugi (restitution) oleh pelaku tindak pidana 
kepada korban, keluarganya atau orang lain yang kehidupannya 
dirumuskan dalam bentuk sanksi pidana dalam perundang-
undangan yang berlaku; 
3. Apabila terpidana tidak mampu, negara diharapkan membayar 
santunan (compensation) financial kepada korban, keluarganya 
atau mereka yang menjadi tanggungan korban; 
4. Bantuan materiil, medis, psikologis dan sosial kepada korban, baik 
melalui negara, sukarelawan, masyarakat (assistance). 
 
Rena Yulia (2010:178) mengemukakan bahwa: 
Perlindungan menurut UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan 
hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada 
korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi 
dan Korban (selanjutnya disingkat LPSK) atau lembaga lainnya 
sesuai dengan ketentuan. 
Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari 
perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam 
berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan 
kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. 
 
Rena Yulia (2010:178-179) mengemukakan bahwa: 
Sebagaimana telah diuraikan, beberapa bentuk perlindungan 
terhadap korban, yaitu: 
a. Ganti rugi 
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Istilah ganti kerugian digunakan oleh KUHAP dalam Pasal 99 ayat 
(1) dan (2) dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah 
dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban. 
Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian 
terkandung dua manfaat yaitu pertama, untuk memenuhi kerugian 
materiil dan segala biaya yang telah dikeluarkan, dan kedua, 
merupakan pemuasan emosional korban. Sedangkan, dilihat dari 
sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang 
sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan 
sebagai sesuatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan 
kesalahan yang diperbuat pelaku. 
Gelaway merumuskan lima tujuan dari kewajiban mengganti 
kerugian, yaitu: 
1. Meringankan penderitaan korban; 
2. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan 
dijatuhkan; 
3. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana; 
4. Mempermudah proses peradilan; 
5. Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam 
bentuk tindakan balas dendam. 
b. Restitusi (restitution) 
Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap 
akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran 
utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita 
korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah 
restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini 
tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban 
dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan 
ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status 
korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta nama 
baik akan lebih diutamakan. 
c. Kompensasi 
Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari 
aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan 
mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan 
berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial 
menjadikan masyarakat dan negara bertanggung jawab dan 
berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, khususnya 
mereka yang mengalami musibah sebagai korban kejahatan. 
Kompensasi sebagai bentuk santunan yang sama sekali tidak 
tergantung bagaimana berjalannya proses peradilan dan putusan 
yang dijatuhkan, bahkan sumber dana untuk itu diperoleh dari 





C. Pengertian Kejahatan 
Pengertian kejahatan menurut tata bahasa adalah perbuatan 
atau tindakan yang jahat seperti yang lazim orang mengetahui atau 
mendengar perbuatan yang jahat adalah pembunuhan, pencurian, 
penipuan, penculikan, dan lain-lainnya yang dilakukan oleh manusia. 
Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk 
menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan 
demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut 
bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, 
yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa 
yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain 
sebagai suatu kejahatan pula. Kalaupun misalnya semua golongan dapat 
menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya 
perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat. 
Tentang definisi dari kejahatan itu sendiri tidak terdapat 
kesatuan maupun kesepakatan pendapat di antara para sarjana. R. 
Soesilo (dalam http://nasrullaheksplorer.blogspot.com/2008/10/pengertian-
kejahatan.html, diakses pada Sabtu, 1 November Pukul 01.00 WITA) 
membedakan pengertian kejahatan secara juridis dan pengertian 
kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian 
kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan 
undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud 
dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain 
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merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa 
hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. 
Secara formal kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan 
yang oleh Negara diberi pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk 
mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. 
Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat terganggu 
dan masyarakat resah akibatnya. Kejahatan dapat didefinisikan 
berdasarkan adanya unsur anti sosial. Berdasarkan unsur itu dapatlah 
dirumuskan bahwa kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang 
merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan 
kegoncangan dalam masyarakat. 
Arif Gosita (2004:117) mengemukakan definisi kejahatan 
sebagai berikut: 
Kejahatan adalah suatu hasil interaksi, dan karena adanya 
interelasi antara fenomena yang ada dan saling mepengaruhi. 
Dimana kejahatan tidak hanya dirumuskan oleh Undang-Undang 
Hukum Pidana tetapi juga tindakan-tindakan yang menimbulkan 
penderitaan dan tidak dapat dibenarkan serta dianggap jahat, tidak 
atau belum dirumuskan dalam undang-undang oleh karena situasi 
dan kondisi tertentu. 
A. S. Alam (2010:16-17) membagi definisi kejahatan ke dalam 
dua sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang hukum (a crime from 
the legal point of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah 
setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun 
jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam 
perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang 
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bukan kejahatan. Kedua, dari sudut pandang masyarakat (a crime from 
the sociological point of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini 
adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup 
di dalam masyarakat. 
Adami Chazawi (2010:2) mengemukakan bahwa: 
Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan dan dirumuskan 
dalam uu lantaran perbuatan itu dinilai oleh pembentuk uu sebagai 
perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum. 
Dengan menetapkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan 
dengan disertai ancaman/sanksi pidana bagi barang siapa yang 
melanggarnya, berarti uu telah memberikan perlindungan hukum 
atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut. 
 
Terdapat beberapa pendapat ahli mengenai kejahatan, 
diantaranya (http://ichwanmuis.com/?p=1784, diakses pada Sabtu, 1 
November Pukul 01.02 WITA): 
1. D. Taft, ”Kejahatan adalah pelanggaran hukum pidana”. 
2. Van Bemmelen, “Kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak 
susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak 
ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga 
masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan 
penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan 
sengaja diberikan karena kelakuan tersebut”. 
3. Ruth Coven, “Orang berbuat jahat karena gagal menyeusaikan diri 
terhadap tuntutan masyarakat”. 
4. W.A. Bonger, “Kejahatan adalah perbuatan yang anti sosial yang 
oleh Negara ditentang dengan sadar dengan penjatuhan 
hukuman”. 
Apabila pendapat tentang kejahatan di atas kita pelajari secara 
teliti, maka dapatlah digolongkan dalam tiga jenis pengertian sebagai 
berikut: 
1. Pengertian secara praktis (sosiologis), yaitu pelanggaran atas 
norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam 
masyarakat disebut kejahatan. 
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2. Pengertian secara religious, yaitu pelanggaran atas perintah-
perintah Tuhan disebut kejahatan. Pengertian a dan b disebut 
pengertian kriminologis. 
3. Pengertian secara yuridis 
 
Dilihat dari hukum pidana maka kejahatan adalah setiap 
perbuatan atau kelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk 
melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh negara. Kemudian, J. E. 
Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa kejahatan 
adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum 
publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh 
negara. Perbuatan tersebut diberi hukuman pidana karena melanggar 
norma-norma sosial masyarakat, yaitu harapan masyarakat mengenai 
tingkah laku yang patut dari seorang warga negaranya sebagai seorang 
warga negara yang taat dan patuh terhadap hukum positif yang berlaku 
saat itu di negara tersebut.  
(http://downloads.ziddu.com/downloadfile/15993701/PengetianKejahatan.
pdf.html, diakses pada Sabtu, 1 November Pukul 03.15 WITA) 
A. S. Alam (2010:18) mengemukakan bahwa unsur-unsur pokok 
untuk menyebutkan sesuatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur 
pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut 
antara lain: 
1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (harm); 
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUH Pidana). 
Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, dimana larangan yang 
menimbulkan kerugian tersebut telah diatur didalam pasal 362 KUH 
Pidana (asas legalitas); 
3. Harus ada perbuatan (criminal act); 
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4. Harus ada maksud jahat (criminal intent = mens rea);  
5.  Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat; 
6. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam 
KUH Pidana dengan perbuatan; dan 
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut. 
 
D. Penganiayaan 
1. Pengertian Penganiayaan 
Berdasarkan Pasal 351 KUH Pidana, menurut yurisprudensi, 
pengertian dari penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang 
menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Sedangkan dalam 
Pasal 351 ayat (4) KUH Pidana, penganiayaan disamakan merusak 
kesehatan orang dengan sengaja. 
Wirjono Prodjodikoro (2010:68) merumuskan bahwa: 
Penganiayaan yaitu perbuatan dengan tujuan (oogmerk) untuk 
mengakibatkan rasa sakit dan merugikan kesehatan orang dengan 
sengaja. Apabila suatu penganiayaan mengakibatkan korban 
mengalami luka berat, maka menurut Pasal 351 ayat (2), 
maksimum hukuman dijadikan lima tahun penjara. Sedangkan jika 
mengakibatkan hilangnya nyawa korban, maksimum hukuman 
meningkat lagi menjadi tujuh tahun penjara. Dua macam akibat ini 
harus tidak dituju dan juga harus tidak disengaja, sebab jika 
sengaja melukai berat, maka ada tindak pidana penganiayaan 
berat dari Pasal 354 ayat (1) dengan maksimum hukuman delapan 
tahun penjara, dan menjadi sepuluh tahun penjara jika ini 
mengakibatkan matinya orang. 
 
R. Sugandhi (1981:367) mengemukakan bahwa mengenai pasal 
dalam KUH Pidana adalah sebagai berikut:  
Semuanya ini dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud 
yang pantas atau perbuatan yang melewati batas yang diizinkan. 
Seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya, walaupun 
menimbulkan rasa sakit pada si penderita, tidak dapat dikatakan 
menganiaya, karena perbuatan dokter itu mempunyai maksud yang 
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baik, yakni mengobati si sakit. Seorang bapak yang mengajar 
anaknya yang nakal dengan cara memukuli pantatnya, walaupun 
menimbulkan rasa sakit pada anak tersebut, tidak dapat dikatakan 
menganiaya, karena perbuatannya mempunyai maksud yang baik, 
yakni mencegah anaknya tidak nakal. Walaupun demikian, apabila 
kedua perbuatan itu dilakukan dengan cara melewati batas-batas 
yang diizinkan, umpamanya dokter gigi mencabut gigi pasiennya 
tanpa memakai obat pematirasa, atau seorang bapak mengajar 
anaknya dengan cara memukuli dengan sepotong besi, dapat 
dianggap sebagai penganiayaan. 
Penganiayaan ini dinamakan “penganiayaan biasa”. Yang bersalah 
diancam hukuman lebih berat, apabila perbuatan ini mengakibatkan 
luka berat, apabila perbuatan ini mengakibatkan luka berat atau 
matinya si korban. 
Mengenai arti luka berat, lihat penjelasan Pasal 90. Luka berat atau 
mati yang dimaksud di sini hanya sebagai akibat daripada 
penganiayaan itu. Apabila luka berat itu direncanakan sejak 
semula, maka perbuatan itu dikenakan Pasal 354 (penganiayaan 
berat). Dan apabila kematian itu memang direncanakan sejak 
semula, maka perbuatan itu dikenakan Pasal 338 (pembunuhan 
biasa). Sedangkan seorang pengemudi mobil yang karena kurang 
hati-hati menabrak seorang hingga mati, dikenakan Pasal 359. 
 
2. Unsur-Unsur Penganiayaan 
Adam Chazawi (2010:12) mengemukakan bahwa 
Berdasarkan pengertian penganiayaan, maka dapat ditentukan 
unsur-unsur penganiayaan sebagai berikut:  
Unsur objektif diantaranya: 
1. Adanya perbuatan; 
2. Adanya akibat perbuatan (yang dituju) yakni: 
a. Rasa sakit, tidak enak pada tubuh; 
b. Luka tubuh. 
3. Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya si pelaku. 
 
Lanjut Adam Chazawi (2010:12) mengemukakan bahwa: 
Unsur subjektifnya yaitu adanya kesengajaan. Kesengajaan yang 
dimaksud disini adalah berupa sebagai maksud atau opzet als 
oogmerk, disamping harus ditujukan pada perbuatannya, juga 
harus ditujukan pada akibatnya. 
Mengenai unsur tingkah laku sangatlah bersifat abstrak karena 
dengan istilah/kata perbuatan saja, maka dalam bentuknya yang 
konkret tak terbatas wujudnya, yang pada umumnya wujud 
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perbuatan-perbuatan itu mengandung sifat kekerasan fisik dan 
harus menimbulkan rasa sakit tubuh atau luka tubuh. 
Luka diartikan terdapatnya atau terjadinya perubahan dari tubuh, 
atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu 
dilakukan, misalnya lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak 
pada pipi dan lain sebagainya. 
Sedangkan rasa sakit tidak memerlukan adanya perubahan rupa 
pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, 
tidak enak atau penderitaan. 
 
3. Jenis-Jenis Penganiayaan 
Kejahatan penganiayaan ini sebenarnya digolongkan dalam 
kejahatan terhadap tubuh, dimana kejahatan terhadap tubuh tersebut 
terbagi atas 2 (dua) golongan seperti yang dikemukakan oleh Adami 
Chazawi (2010:7), yaitu: 
1. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. 
Kejahatan yang dimaksud ini diberi kualifikasi sebagai 
penganiayaan (mishandeling) dimuat dalam Bab XX buku II, 
Pasal 351 sampai Pasal 358. 
2. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam Pasal 
360 Bab XXI yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai 
menyebabkan orang lain luka. 
 
Jika mengacu pada penggolongan kejahatan terhadap tubuh 
tersebut, kejahatan penganiayaan termasuk dalam golongan kejahatan 
terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja, yaitu penganiayaan yang 
dimuat dalam KUH Pidana Buku II Bab XX, Pasal 351 sampai Pasal 358. 
a. Penganiayaan Biasa 
Adami Chazawi (2010:8) mengemukakan bahwa: 
Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 351 KUH Pidana 
pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan biasa (gewone 
mishandeling) yang dapat disebut juga dengan penganiayaan 
bentuk pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 
sungguh tepat, setidak-tidaknya untuk membedakan dengan 
bentuk-bentuk penganiayaan lainnya. 
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Dilihat dari sudut cara pembentukan uu dalam merumuskan 
penganiayaan, kejahatan ini mempunyai suatu keistimewaan. 
Apabila pada rumusan kejahatan-kejahatan lain, pembentuk 
undang-undang dalam membuat rumusannya adalah dengan 
menyebut unsur tingkah laku dan unsur-unsur lainnya seperti 
kesalahan, melawan hukum atau unsur mengenai objeknya, 
mengenai cara melakukannya dan sebagainya, tetapi pada 
kejahatan yang diberi kualifikasi penganiayaan biasa (Pasal 351 
ayat 1) ini, dirumuskan dengan sangat singkat, yaitu dengan 
menyebut kualifikasinya sebagai penganiayaan (mishandeling) 
sama dengan judul dari Bab XX, dan menyebutkan ancaman 
pidananya. Suatu rumusan kejahatan yang amat singkat. 
Mengenai latar belakang mengapa pembentuk UU membuat 
rumusan yang sangat singkat demikian itu, dapat diketahui dari 
sejarah pembentukan pasal yang bersangkutan dari KUH PIDANA 
(WvS) Belanda. 
 
Menurut Satochid Kartanegara dan Wirjono Prodjodikoro, 
menguraikan bahwa: (Adami Chazawi, 2010:9) 
Pada mulanya dalam rancangan dari pasal yang bersangkutan 
yang diajukan oleh Menteri Kehakiman Belanda ke Parlemen, 
terdapat dua rumusan yakni : 
1. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk 
menimbulkan rasa sakit/penderita pada tubuh orang lain. 
2. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merusak 
kesehatan tubuh orang lain. 
 
Dalam KUH Pidana R.Sugandhi (1981:366), Pasal 351 
merumuskan sebagai berikut: 
1. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 
dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat 
ribu lima ratus rupiah. 
2. Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dipidana 
dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun. 
3. Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah 
dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun. 
4. Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang 
dengan sengaja. 





Adami Chazawi (2010:10) mengemukakan bahwa: 
Berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 351 KUH Pidana di atas, 
terlihat bahwa rumusan tersebut tidak memberikan kejelasan 
tentang perbuatan seperti apa yang dimaksudkannya. Ketentuan 
Pasal 351 di atas hanya merumuskan kualifikasinya dan pidana 
yang diancamkan, tindak pidana Pasal 351 dikualifikasikan sebagai 
penganiayaan. 
 
Apabila dilihat unsur-unsur penganiayaan dalam Pasal 351 ayat 
(2) KUH Pidana di atas, maka terlihat hampir sama dengan unsur-
unsur Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana. Perbedaan antara kedua 
penganiayaan tersebut terletak pada akibatnya. Pada penganiayaan 
biasa dalam Pasal 351 (2) KUH Pidana akibat dari perbuatan tersebut 
haruslah berupa luka berat. Pengertian luka dalam konteks Pasal 351 
(1) KUH Pidana tidak diberikan penafsirannya oleh KUH Pidana, maka 
persoalannya diserahkan secara doktrin. 
Secara doktriner, istilah dalam konteks Pasal 351 (1) diartikan 
sebagai luka biasa. Penggunaan isitilah luka biasa tersebut atas 
pertimbangan bahwa dalam konteks Pasal 351 (2) KUH Pidana dikenal 
isitlah luka berat. Dengan demikian, isitilah luka dalam konteks Pasal 
351 (1) KUH Pidana harus diartikan sebagai luka biasa sebagai lawan 
dari istilah luka berat dalam konteks Pasal 351 (2). 
Berdasarkan pengertian penganiayaan menurut doktrin 
Satochid Kartanegara, penganiayaan mempunyai unsur-unsur antara 
lain adanya kesengajaan, adanya perbuatan, dan adanya akibat 
perbuatan (yang dituju) yakni rasa sakit pada tubuh dan/atau luka pada 
tubuh. Dimana unsur “adanya kesengajaan” merupakan unsur subjektif 
26 
 
(kesalahan), dan unsur “adanya perbuatan dan adanya akibat 
perbuatan” merupakan unsur objektif. Menurut Wirjono Prodjodikoro, di 
samping harus ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan 
pada akibatnya. Sifat kesengajaan yang demikian lebih nyata lagi pada 
rumudan pada ayat (4). 
b. Penganiayaan Ringan 
Adami Chazawi (2010:22) mengemukakan bahwa: 
Penganiayaan bentuk ringan tidak terdapat dalam WvS Belanda. 
Dengan dibentuknya penganiayaan ringan ke dalam KUH Pidana 
kita adalah sebagai pengecualian dari azas concordantie. 
 
R. Sugandhi (1981:367) mengemukakan bahwa kejahatan yang 
diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan (licte mishandeling) oleh 
uu ialah penganiayaan yang dimuat dalam Pasal 352, yang 
rumusannya sebagai berikut: 
1. Lain daripada hal tersebut dalam Pasal 353 dan 356, peganiayaan 
yang tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan 
jabatan atau pekerjaan, dipidana sebagai penganiayaan ringan, 
dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda 
sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah. Pidana itu dapat 
ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu 
terhadap orag yang bekerja padanya atau yang di bawah 
perintahnya. 
2. Percobaan melakukan kejahatan itu tidak dapat dipidana.   
 
R. Sugandhi (1981:367) mengemukakan bahwa mengenai pasal 
tersebut, adalah sebagai berikut: 
Tindak pidana ini disebut penganiayaan ringan, yang masuk dalam 
pasal ini ialah penganiayaan yang tidak: 
1. Menyebabkan sakit (walaupun menimbulkan rasa sakit). 
2. Menimbulkan halangan untuk menjalankan jabatan atau 
melakukan pekerjaan sehari-hari. 
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Perbuatan itu misalnya menampar kepala. Walaupun perbuatan itu 
menimbulkan rasa sakit pada si penderita, namun tidak 
menyebabkan ia menjadi sakit dan dapat menjalankan jabatan 
serta dapat melakukan pekerjaan sehari-hari. Sebaliknya, melukai 
jari kelingking seorang pemain biola, walaupun kecil sekali, namun 
perbuatan itu menyebabkan si pemain biola tidak dapat bermain 
orkes, satu-satunya profesi yang dapat ia jalankan, tidak dapat 
digolongkan sebagai penganiayaan ringan. 
Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu 
(Pasal 353) dan penganiayaan yang dilakukan terhadap ibunya 
(Paal 356), senantiasa tidak dapat digolongkan dengan 
penganiayaan ringan. 
 
Di samping itu, Adami Chazawi (2010:22-23) memberikan 
penjelasan sebagai berikut: 
Dalam rumusan ayat ke-1, terdapat dua ketentuan, yakni: 
1. Mengenai batasan dan ancaman pidana bagi penganiayaan 
ringan. 
2. Alasan pemberat pidana pada penganiayaan ringan. 
Batasan penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang: 
1. Bukan berupa penganiayaan berencana (353); 
2. Bukan penganiayaan yang dilakukan: 
a. Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istrinya atau 
anaknya; 
b. Terhadap pegawai negeri yang sedang dan atau karena 
menjalankan tugasnya yang sah; 
c. Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa 
atau kesehatan untuk dimakan atau diminum (356); 
3. Tidak (1) menimbulkan penyakit atau (2) halangan untuk 
menjalankan pekerjaan jabatan atau (3) pencaharian. 
Tiga unsur itulah, dimana unsur b dan c terdiri dari beberapa 
alternatif, yang harus dipenuhi untuk menetapkan suatu 
penganiayaan sebagai penganiayaan ringan. 
 
 Adami Chazawi (2010:23) mengemukakan bahwa: 
Berdasarkan unsur tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
penganiayaan ringan “tidak mungkin terjadi” pada penganiayaan 
berencana (353) dan penganiayaan terhadap orang-orang yang 
memiliki kualitas tertentu (Pasal 356). Begitu pula pada 
penganiayaan berat, luka berat itu harus telah nyata adanya untuk 
menyatakan terjadinya penganiayaan berat secara sempurna, 
sedangkan luka berat yang diterangkan dalam Pasal 90 itu pada 
dasarnya adalah sudah dengan sendirinya merupakan luka yang 
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“menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan 
pekerjaan jabatan atau pencaharian.”  
Berbeda dengan kemungkinan terjadinya penganiayaan ringan 
pada penganiayaan berencana dan penganiayaan berat yang 
“mustahil” terjadi, pada penganiayaan biasa, kemungkinan 
terjadinya penganiayaan ringan ini justru dimungkinkan adanya. 
 
Menurut Adami Chazawi (2010:16), penganiayaan biasa (Pasal 
351) dapat dibedakan menjadi: 
1. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun 
kematian (ayat 1); 
2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat (ayat 2); 
3. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian (ayat 3); 
4. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4).  
 
Berdasarkan penggolongan penganiayaan biasa di atas 
kemudian dihubungkan dengan Pasal 352, sangat jelas bahwa yang 
dimungkinkan terjadi penganiayaan ringan pada penganiayaan biasa 
yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian yaitu pada ayat 
(1). 
Adami Chazawi (2010:23-26) mengemukakan bahwa: 
Syarat dikatakannya suatu perbuatan sebagai penganiayaan ringan 
sesuai Pasal 352 ayat (1) tidak menimbulkan penyakit atau (2) tidak 
menjadikan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau (3) tidak 
menjadikan halangan untuk menjalankan pencaharian. Satochid 
Kartanegara mengemukakan, “syarat tidak menimbulkan penyakit 
(ziekte) adalah tidak mendatangkan penyakit fisik, atau tidak 
mengakibatkan terganggunya fungsi dalam organ tubuh manusia. 
Mendatangkan penyakit (sakit) diartikan sebagai timbulnya 
gangguan pada fungsi dalam organ tubuh manusia”. Menjalankan 
pekerjaan jabatan adalah merupakan pekerjaan-pekerjaan dari 
seorang pegawai negeri. Pengertian pegawai negeri telah tidak 
diberikan perluasan arti dari pegawai negeri sebagaimana 
disebutkan dalam Pasal 92. Pada penganiayaan ringan ada faktor 
pemberat pidana (dapat ditambah sepertiga dari pidana yang 
diancamkan), yang digantungkan pada kualitas pribadi korban 
dalam hubungannya dengan penindak, ada 2 (dua), ialah (1) pada 
orang yang bekerja pada penindak, dan (2) pada bawahannya. 
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c. Penganiayaan Berencana 
R. Sugandhi (1981:368) mengemukakan jenis penganiayaan ini 
diatur dalam Pasal 353 KUH Pidana yang menyatakan: 
1. Penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu, dipidana dengan 
pidana penjara selama-lamanya empat tahun. 
2. Jika perbuatan itu berakibat luka berat, maka yang bersalah 
dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun. 
3. Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah 
dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun. 
 
Berdasarkan Pasal 353 KUH Pidana di atas, dapat disimpulkan 
bahwa penganiayaan berencana, pada dasarnya adalah penganiayaan 
biasa pada Pasal 351 KUH Pidana yang ditambah dengan unsur 
rencana lebih dahulu. Dengan demikian, secara umum unsur-unsur 
penganiayaan biasa adalah sama, hanya untuk penganiayaan 
berencana, unsur-unsurnya ditambah dengan unsur rencana terlebih 
dahulu. 
Jadi, jika perbuatan tersebut dipikirkan terlebih dahulu maka ada 
pemberatan pidana. Dalam penganiayaan biasa pada Pasal 351 KUH 
Pidana ancamannya hanya maksimum dua tahun delapan bulan, disini 
menjadi empat tahun penjara. Jika menimbulkan luka berat dalam 
Pasal 351 diancam maksimal lima tahun, di sini menjadi tujuh tahun. 
Dan kalau berakibat kematian dalam Pasal 351 tujuh tahun penjara 
maka di sini menjadi sembilan tahun. Hoge Raad dalam putusannya 
tanggal 19 November 1888 mengatakan jika pembuat keliru mengenai 
orangnya, dengan dipikir sejenak dan dengan rencana, tetapi ternyata 
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keliru (bukan orang yang dimaksud yang dianiaya) maka berlaku pasal 
ini. (Darwin Siagan, 2012:37). 
d. Penganiayaan Berat 
R. Sugandhi (1981:369) mengemukakan bahwa penganiayaan 
berat, diatur dalam Pasal 354 KUH Pidana yang menegaskan bahwa:  
1. Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dipidana 
karena penganiayaan berat, dengan pidana penjara selama-
lamanya delapan tahun. 
2. Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah 
dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun. 
Dalam Pasal 354 ayat (1) KUH Pidana, akibat luka berat 
merupakan maksud dan tujuan dari si pelaku yaitu bahwa si pelaku 
memang menghendaki terjadinya luka berat pada korban. Berbeda 
dengan penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat, dimana 
luka berat bukanlah akibat yang dimaksud oleh pelaku. 
Untuk lebih memperjelas tentang pengertian istilah luka berat, 
maka kita perlu melihat rumusan dari Pasal 90 KUH Pidana yang 
dinyatakan oleh R. Sugandhi (1981:107) sebagai berikut: 
1. Penyakit atau luka yang tak dapat diharap akan sembuh lagi 
dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan maut; 
2. Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau 
pekerjaan pencaharian; 
3. Tidak dapat lagi memakai salah satu pancaindera; 
4. Mendapat cacat besar; 
5. Lumpuh (kelumpuhan); 
6. Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu; 




e. Penganiayaan Berat Berencana 
Dalam Pasal 354 ayat (2) yaitu penganiayaan berat yang 
mengakibatkan kematian, kematian tersebut bukanlah merupakan 
akibat yang dikehendaki oleh pelaku. Pelaku hanya menghendaki 
timbulnya luka berat. Dalam tindak pidana ini harus dapat dibuktikan 
bahwa pelaku tidak mempunyai kesengajaan menimbulkan kematian. 
 Jenis penganiayaan berat berencana diatur dalam Pasal 355 
KUH Pidana. Penganiayaan ini pada dasarnya merupakan bentuk 
penganiayaan berat, hanya saja dalam hal ini dilakukan dengan 
adanya rencana. Jenis penganiayaan ini merupakan gabungan antara 
penganiayaan berat dengan penganiayaan berencana, maka niat 
pelaku atau kesengajaan pelaku tidak cukup bila ditujukan terhadap 
perbuatannya dan terhadap luka beratnya, tetapi kesengajaan itu 
harus ditujukan terhadap unsur berencananya. 
Menurut R. Sugandhi (1981:369) ketentuan Pasal 355 KUH 
Pidana, penganiayaan berencana dapat dirumuskan sebagai berikut:  
1. Penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dulu, dipidana 
dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun. 
2. Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah 
dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun. 
 
Berdasarkan rumusan Pasal 355 KUH Pidana di atas terlihat, 
bahwa penganiayaan berat berencana terdiri atas dua macam, yaitu: 
a. Penganiayaan berat berencana yang tidak menimbulkan kematian. 
Jenis penganiayaan ini sering disebut sebagai penganiayaan berat 
berencana biasa. Dalam penganiayaan ini, luka berat harus benar-
benar terjadi yang juga harus dibuktikan, bahwa luka berat itu 
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memang merupakan akibat yang dikehendaki oleh si pelaku 
sekaligus direncanakan. 
b. Penganiayaan berat berencana mengakibatkan kematian. 
Meskipun berakibat hilangnya nyawa seseorang, namun matinya 
korban dalam tindak pidana ini bukanlah akibat yang dikehendaki 
oleh si pelaku. Kematian yang timbul dalam tindak pidana ini 
hanyalah merupakan akibat yang tidak dituju sekaligus tidak 
direncanakan. Sebab apabila kematian merupakan akibat yang 
dituju, maka yang terjadi bukanlah penganiayaan melainkan 
pembunuhan (Pasal 338 KUH Pidana). 
 
E. Penganiayaan yang Dilakukan Secara Bersama-Sama 
Khusus untuk penganiayaan yang dilakukan oleh suatu 
kelompok, termasuk dalam Pasal 358 yang berbunyi mereka yang dengan 
sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat 
beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa 
yang khusus dilakukan olehnya, diancam: 
1. Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, bila 
akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat. 
2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, bila akibatnya 
ada yang mati. 
 
Mengenai bunyi Pasal 358 di atas, R. Sugandhi (1981:371) 
memberikan penjelasan sebagai berikut: 
Yang diancam hukuman menurut pasal ini ialah orang yang dengan 
sengaja turut serta dalam perkelahian massal dimana berakibat ada 
orang yang mendapat luka parah atau mati, sedang yang 
menyebabkan luka parah atau matinya orang itu tidak diketahui. 
Apabila perkelahian massal itu tidak mengakibatkan seseorang 
menderita luka parah atau mati, maka orang yang turut serta dalam 
perkelahian itu tidak dapat dikenalkan pasal ini. 
Perkelahian massal adalah perkelahian yang dilakukan oleh lebih 
dua orang secara bersama-sama. 
Apabila dalam perkelahian massal itu dapat dibuktikan bahwa salah 
seorang di antaranya yang menyebabkan luka parah atau mati, 
maka selain dituntut menurut pasal ini, maka ia dikenakan pula 
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ketentuan-ketentuan tentang penganiayaan atau pembunuhan 
yang ia lakukan. 
Orang yang terpaksa ikut serta dalam perkelahian massal itu untuk 
melerai atau melindungi yang lemah, tidak dapat dikatakan turut 
serta dalam perkelahian massal dan tidak dapat dikenakan pasal 
ini. 
 
Apabila dirinci, maka rumusan dari Pasal 358 tersebut, terdiri 
dari unsur: 
1. Unsur-unsur obyektif: 
a. Unsur perbuatan, yaitu turut serta; 
b. Dalam penyerangan dan dalam perkelahian; 
c. Terlibat beberapa orang; dan 
d. Menimbulkan akibat, yaitu ada yang luka berat dan ada yang 
mati. 
2. Unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja. 
 
Kejahatan yang dimaksud diatas hanya mungkin terjadi jika 
adanya penyerangan dan perkelahian di mana terlibat beberapa orang. 
Orang yang dapat dikenakan pidana menurut Pasal 358 adalah bagi 
mereka yang dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau 
perkelahian itu menimbulkan adanya luka berat dan adanya orang mati. 
Terkadang, kita masih sulit untuk membedakan antara 
penyerangan dan perkelahian. Penyerangan dan perkelahian memiliki 
persamaan, yaitu dalam melakukan tindak kejahatan terlibat beberapa 
orang. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa dalam penyerangan, 
pihak orang yang melakukan penyerangan adalah aktif, sedangkan pihak 
lainnya yaitu yang diserang, yang mempertahankan diri adalah pasif. 
Pihak yang diserang adalah pihak yang perbuatannya berupa perbuatan 
untuk mempertahankan diri dari serangan. Perbuatan seperti itu tidak 
dapat dikatakan sebagai penyerangan atau perkelahian. Sedangkan 
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perkelahian, kedua belah pihak sama-sama aktif, inisiatif untuk menyerang 
dapat timbul dari kedua belah pihak. 
Adami Chazawi (2010:47-48) mengemukakan bahwa: 
Perbuatan turut serta (deelnemen) yang terdapat dalam Pasal 358 
tidak sama dengan turut serta atau pelaku peserta (medeplegen) 
yang dimaksud dalam Pasal 55 Buku I Bab V KUH Pidana. 
Perbedaan antara keduanya, yaitu:  
1. Turut serta yang dimaksud dalam Pasal 55 adalah berupa turut 
serta melakukan bagi semua tindak pidana. Sedangkan turut serta 
yang dimaksud dalam Pasal 358 adalah berupa turut serta dalam 
hal penyerangan dan perkelahian saja. 
2. Orang yang turut serta (medeplegen)  dalam Pasal 55 memiliki 
kehendak yang sama dengan orang yang melaksanakan tindak 
pidana (plegen). Sedangkan kehendak orang yang turut serta 
dalam Pasal 358 tidak diperlukan sama dengan orang yang 
melakukan penyerangan atau perkelahian. 
3. Tanggung jawab pidana orang yang turut serta menurut Pasal 55 
sama dengan tanggung jawab orang yang melaksanakan tindak 
pidana, sedangkan tanggung jawab pidana bagi orang turut serta 
dalam Pasal 358 tidak perlu sama dengan tanggung jawab bagi 
orang yang menyerang atau orang yang berkelahi. 
4. Timbulnya tanggung jawab bagi pelaku peserta menurut Pasal 55 
tidak tergantung dari akibat tetapi bergantung pada selesainya atau 
percobaan tindak pidananya. Sedangkan tanggung jawab orang 
yang turut serta menurut Pasal 358 baru ada setelah timbulnya 
akibat adanya orang luka berat atau adanya orang mati. 
5. Turut serta menurut Pasal 55 adalah bukan berupa unsur 
perbuatan dalam tindak pidana, melainkan suatu perbuatan ambil 
bagian dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pelaksananya. 
Perbuatan pelaku peserta adalah berupa perbuatan yang sama dan 
yang berhubungan dengan perbuatan pelaku pelaksananya , 
berupa bagian dari perbuatan pelaku pelaksana tersebut. 
 
Yang dapat dikenai pidana menurut Pasal 358 di atas adalah 
bagi orang yang dengan sengaja turut serta dalam penyerangan dan 
perkelahian. Sedangkan, apabila kejahatan atau kekerasan itu dilakukan 
secara bersama-sama, maka pasal yang digunakan adalah Pasal 170 
KUH Pidana yang mengatur sebagai berikut: 
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1. Barang siapa di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan 
terhadap orang atau barang dipidana dengan pidana penjara 
selama-lamanya lima tahun enam bulan; 
2. Yang bersalah dipidana: 
Ke-1. Dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, kalau ia 
dengan sengaja merusak barang atau jikalau kekerasan yang 
dilakukan itu menyebabkan orang mendapat luka. 
Ke-2. Dengan pidana penjara selama-lamanya semblan tahun 
kalau kekerasan itu menyebabkan orang mendapat luka berat. 
Ke-3. Dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun, 
kalau kekerasan itu menyebabkan matunya orang. 
3. Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini. 
 
Mengenai pasal ini, R. Sugandhi (1981:190-191) memberikan 
penjelasan sebagai berikut: 
Yang dilarang dalam pasal ini adalah melakukan kekerasan 
terhadap orang atau barang (termasuk hewan) secara bersama-
sama. Kekerasan dapat dilakukan dalam beberapa cara sebagai 
berikut: 
1. Pengerusakan terhadap barang; 
2. Penganiayaan terhadap orang atau hewan; 
3. Melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah; 
4. Membuang-buang barang-barang hingga berserakan dan lain 
sebagainya. 
“Secara bersama-sama” artinya dilakukan oleh dua orang atau 
lebih secara bersama-sama. Orang yang hanya mengikuti dan tidak 
turut serta melakukan kekerasan, tidak dapat dituntut dengan pasal 
ini. 
Untuk dapat dituntut dengan pasal ini, perbuatan kekerasan itu 
harus dilakukan di muka umum, karna sesuai dengan judul babnya, 
perbuatan ini merupakan salah satu kejahatn terhadap ketertiban 
umum. 
Mengenai arti “luka berat” lihat penjelasan Pasal 90 
“Kekerasan” yang berlaku dalam pasal ini berbeda dengan 
kekerasan yang dimaksud dalam Pasal 89. 
Mengenai perbuatan yang dimaksud oleh pasal ini misalnya 
berkelahi didalam sebuah rumah makan secara bersama-sama, 
sehingga menyebabkan rusaknya perabot-perabot rumah makan itu 
dan menyebabkan luka ringan dan berat terhadap orang-orang lain 
yang berada di dalam rumah makan tersebut. 
 
Pasal 90 mengenai luka berat yang dimaksud di atas, menentukan 
bahwa luka berat berarti: 
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1. Penyakit atau luka yang tidak dapat diharap akan senbuh lagi 
dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; 
2. Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau 
pekerjaan pencaharian; 
3. Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indera;  
4. Mendapat cacat besar; 
5. Lumpuh (kelumpuhan); 
6. Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu; 
dan 
7. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan. 
 
F. Geng Motor     
Geng motor awalnya mulai berkembang di Kota Bandung, 
namun sekarang geng motor bisa kita temukan hampir di setiap kota-kota 
besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan dan Makassar, bahkan dewasa 
ini geng motor sudah mulai merambah hingga kota-kota kecil seperti 
Malang, Pematang Siantar dan kota-kota lainnya yang sedang mengalami 
perkembangan. 
Pengertian geng motor memang melekat dengan kejahatan, hal 
ini karena beberapa geng motor belakangan telah berubah dari kumpulan 
hobi mengendarai motor menjadi hobi yang melakukan tindak pidana 
seperti menganiaya orang, pemerasan, perampokan, hingga 
pembunuhan. Di Indonesia fenomena kejahatan geng motor ini dapat 
dikatakan merupakan hal yang baru. Dulunya geng motor dikenal dan 
sangat identik dengan kegiatan-kegiatan sosialnya seperti melakukan 
kegiatan sosial, misalnya gotong royong dan kegiatan lainnya yang 
membantu masyarakat kecil, tetapi untuk sekarang ini apabila masyarakat 
ditanya tentang geng motor, maka yang ada di benak mereka bukanlah 
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hal-hal positif melainkan hal-hal negatif yang dekat dengan kejahatan. Hal 
ini terjadi karena semakin maraknya tindak pidana yang dilakukan oleh 
geng motor dan hal tersebut sangat meresahkan dan merisaukan 
masyarakat. 
Menurut Kamus Bahasa Indonesia, geng berarti sebuah 
kelompok atau gerombolan remaja yang dilatarbelakangi oleh persamaan 
latar sosial, sekolah, daerah, dan sebagainya. Pelakunya dikenal dengan 
sebutan gangster. Sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris, 
gangster. Gangster atau bandit berarti suatu anggota dalam sebuah 
kelompok kriminal (gerombolan) yang terorganisir dan memiliki kebiasaan 
urakan dan anti aturan. Geng motor ini sendiri dilandasi oleh aktivitas 
kesenangan di atas motor. Umumnya keberadaan mereka ada di setiap 
kota besar dan perilakunya telah menjadi penyakit sosial yang akut. Perlu 
digaris bawahi bahwa pengertian geng motor di atas berbeda dengan 
pengertian klub motor. Pada klub motor, aktivitas berkelompok didasari 
oleh kesamaan hobi otomotif atau aktivitas sosial yang umumnya terdaftar 
pada wadah organisasi otomotif.  
(http://anehdidunia.blogspot.com/2012/04/fenomena-gengmotor.html), 
diakses pada Rabu, 30 April Pukul 20.10 WITA. 
 
G. Teori-Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Berbagai upaya telah dan terus dilakukan oleh berbagai pihak 
dalam menanggulangi kejahatan dalam masyarakat. Mengingat kejahatan 
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disebabkan oleh berbagai faktor, maka upaya penanggulangan kejahatan 
harus dilakukan secara terpadu oleh pemerintah melalui lembaga 
penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan 
masyarakat. Upaya ini adalah merupakan bentuk kepedulian terhadap 
penanggulangan kejahatan/kenakalan. 
Dalam kaitannya dengan penanggulangan kejahatan, maka 
cara penanggulangannya dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu: 
1. Tindakan Pre-emtif  
Yang dimaksud dengan upaya Pre-emtif adalah upaya-upaya 
awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah 
terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam 
penanggulangan kejahatan pre-emtif adalah menanamkan nilai-
nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut 
terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan 
untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya 
untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. 
Jadi dalam usaha pre-emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada 
kesempatan. 
2. Tindakan preventif. 
Adalah tindakan menanggulangi kejahatan dengan cara 
menghindari kejahatan jauh sebelum rencana kejahatan itu terjadi 
dan terlaksana atau upaya-upaya yang dilakukan jauh sebelum 
perencanaan dilakukannya pencurian. 
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Misalnya: jangan memberi kesempatan terhadap pencuri, seperti 
melakukan pengamanan. 
3. Tindakan represif. 
Tindakan ini berupa penindakan setelah kejahatan dilakukan. 
Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi diseluruh negara 
semenjak dahulu dan pada hakikatnya merupakan produk dari 
masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut 
pelanggaran dari norma-norma yang dikenal masyarakat, seperti 
norma agama, moral, sosial dan norma hukum. Norma hukum pada 
umumnya dirumuskan dalam UU yang dipertanggungjawabkan 
aparat pemerintah untuk menegakkannya, terutama kepolisian, 
kejaksaan dan pengadilan. Namun, karena kejahatan langsung 
mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, maka wajarlah 
bila semua pihak ikut memperhatikan masalah ini, terutama dalam 
usaha penanggulangannya. 
Usaha penanggulangan kejahatan telah ada dan terus 
dilakukan oleh semua pihak baik pemerintah maupun warga masyarakat 
karena setiap orang mendambakan bermasyarakat yang tenang dan 
damai.  
Menyadari tingginya tingkat keseriusan dari kejahatan, maka 
secara langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari 
pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada 
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hakikatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha 
penanggulangan kejahatan tersebut.  
Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dapat berwujud secara 
formal sebagai sistem peradilan pidana, namun dapat berwujud secara 
informal, antara lain sebagai peran serta masyarakat.  
Menurut Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat 
ditempuh dengan: (Djumhanudin, 2014:34) 
1. Criminal application: (penerapan hukum pidana) 
Contohnya: penerapan Pasal 354 KUH PIDANA dengan hukuman 
maksimal yaitu 8 tahun baik dalam tuntutan maupun putusannya. 
2. Preventife without punishment: (pencegahan tanpa pidana) 
Contohnya: dengan menerapkan hukum maksimal pada pelaku 
kejahatan, maka secara tidak langsung memberikan prevensi  
(pencegaha) kepada publik walaupun ia tidak dikenai hukuman 
atau shock therapy kepada masyarakat. 
3. Influencing views of society on crime and punishment (mass 
media): (mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai 
kejahatan dan pemidanaan lewat mass media) 
Contohnya: mensosialisasikan suatu undang-undang dengan 
memberikan gambaran tentang bagaimana delik itu dan ancaman 
hukumnya. 
 
Dari pandangan tersebut, dapat dikatakan bahwa upaya 
penanggulangan kejahatan dan upaya preventif yaitu sebelum terjadinya 
kejahatan. 
Upaya pencegahan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu 
kondisi tertentu agar tidak terjadi kejahatan. Menurut Kaiser 
(Djumhanudin, 2014:34) memberikan batasan tentang pencegahan 
kejahatan sebagai suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang 
mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil luas lingkup 
kekerasan dari suatu pelanggaran baik melalui pengurangan kesempatan-
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kesempatan untuk melakukan kejahatan atau  pun melalui usaha-usaha 
pemberian pengaruh kepada orang-orang yang potensial dapat terjadi 
pelanggar serta kepada masyarakat umum.  
Menurut Gosita (Djumhanudin, 2014:35) dalam usaha 
pencegahan kriminalitas, kata pencegahan dapat berarti antara lain 
mengadakan usaha perubahan yang positif. Sehubungan dengan 
pemikiran ini, maka dalam rangka mengubah perilaku kriminal kita harus 
merubah lingkungan (abstrak dan kongkrit) dengan mengurangi hal yang 
mendukung perbuatan kriminal yang ada dan menambah risiko yang 
terkandung pada suatu perbuatan kriminal (tidak merehabilitasi si pelaku 
kriminal). Usaha pencegahan kriminalitas bergantung pada aspek 
perbaikan lingkungan tersebut di atas, terutama mengurangi hal yang 
mendukung perbuatan kriminal. Ilmu pengetahuan dan teknologi 
sehubungan dengan perilaku akan dikembangkan sampai suatu titik 
dimana perilaku menyimpang yang utama dapat diawasi. Nilai 
sesungguhnya dari ilmu pengetahuan tadi ada apabila ia dapat mendesain 
suatu lingkungan dimana orang dapat berkembang sedemikian rupa, 
sehingga tidak terjadi perilaku menyimpang (dikuatkan). 
Penanggulangan kejahatan dengan upaya pencegahan 
terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah mengurangi 
kondusif kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada 
masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau 
tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan.  
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Penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan 
sempit. Dalam pengertian yang luas, maka pemerintah beserta 
masyarakat sangat berperan. Bagi pemerintah adalah keseluruhan 
kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan 
resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari 
masyarakat (Djumhanudin, 2014:36). 
Keseluruhan kebijakan pemerintah dalam penanggulangan 
kejahatan sangat penting mengingat kebijakan perencanaan 
pembangunan yang meliputi yang meliputi berbagai aspek yang cukup 
luas dapat bersifat kriminogen apabila pembangunan itu:  
1. Tidak direncanakan secara rasional atau direncanakan secara 
timpang, tidak memadai atau tidak seimbang.  
2. Mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral, dan  
3. Tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang 
menyeluruh. 
  
Peran pemerintah yang begitu luas, maka posisi kunci dan 
strategis dalam menanggulangi kejahatan tersebut, meliputi  ketimpangan 
sosial, diskriminasi rasial, diskriminasi nasional, standar hidup yang 
rendah, pengangguran dan kebodohan diantara golongan besar 
penduduk. Bahwa upaya penghapusan sebab dari kondisi yang 
menimbulkan kejahatan harus merupakan strategi pencegahan kejahatan 
yang mendasar.  
Secara sempit lembaga yang bertanggung jawab atas usaha 
pencegahan kejahatan adalah polisi. Namun karena terbatasnya sarana 
dan prasarana yang dimiliki oleh polisi telah mengakibatkan tidak 
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efektifnya tugas mereka. Lebih jauh polisi juga mungkin akan mencapai 
tahap ideal pemenuhan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan 
usaha pencegahan kejahatan. Oleh karena itu, peran serta masyarakat 
dalam kegiatan pencegahan kejahatan menjadi hal yang sangat 
diharapakan. 
Peran serta masyarakat tidak tumbuh dengan sendirinya. Pada 
umumnya peran serta masyarakat menggambarkan suatu proses 
kerjasama. Bentuk kerjasama tersebut dapat dilakukan antar kelompok, 
antar kelompok dengan lembaga-lembaga resmi lainnya. Masyarakat 
menganggap kejahatan merupakan bahaya atau ancaman bagi kehidupan 
dan merupakan masalah yang harus dihadapi bersama, maka dalam 
masyarakat yang bersangkutan usaha-usaha antisipatif terhadap 
kemungkinan adanya bahaya atau ancaman kejahatan juga akan tinggi. 
Dengan demikian kegiatan-kegiatan kolektif yang berhubungan dengan 
usaha pencegahan kejahatan akan terselenggara dengan baik.  
Guna meningkatkan partisipasi masyarakat tersebut, diperlukan 
pula adanya pembinaan terhadap kelompok-kelompok sosial yang 
berdasarkan profesi kepentingan dan hobi,  misalnya organisasi sosial, 








METODE  PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi dalam penelitian ini Kepolisian Resort Kota Besar 
(Polrestabes) Makassar serta pihak-pihak yang terkait dengan penelitian 
ini yang ada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi ini 
didasari  alasan karena kota Makassar merupakan salah satu kota yang 
memiliki tingkat perkembangan pembangunan yang pesat dan penduduk 
yang sangat padat diikuti dengan banyaknya geng motor yang 
bermunculan. Hal tersebut diikuti pula dengan meningkatnya angka 
kejahatan dan korban, khususnya kejahatan penganiayaan yang 
dilakukan oleh geng motor yang belakangan ini meresahkan masyarakat. 
Selain itu juga untuk mempermudah dalam pengumpulan data yang akan 
dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh penulis, 
mengingat jarak lokasi tersebut yang tidak begitu jauh dari Universitas 
Hasanuddin dan tempat tinggal penulis. 
 
B. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mengadakan penelitian dalam rangka memperoleh data, 
maka diperlukan suatu metode yang tepat dan sesuai dengan tujuan 
penelitian sehingga penulis memiliki metode yang jelas mengenai 
mekanisme perolehan data atau jawaban yang diperlukan. 
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Dengan demikian, untuk memperoleh data yang sesuai dengan 
tujuan penelitian, maka penulis menggunakan metode kepustakaan 
(library research) dan metode penelitian lapangan (field research) yang 
diuraikan sebagai berikut: 
1. Studi kepustakaan (library research), yaitu penyelidikan melalui 
buku-buku kepustakaan dan berbagai sumber bacaan dengan 
mengkaji teori-teori yang ada dalam literatur hukum pidana, 
kriminologi, dan viktimologi, serta karangan-karangan ilmiah yang 
berhubungan dengan masalah kejahatan penganiyaan yang 
dilakukan oleh kelompok geng motor. 
2. Penelitian lapangan (field research), yaitu metode penelitian yang 
mengharuskan penulis untuk turun langsung ke lapangan atau 
objek peneliti untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan 
korban kejahatan yang dilakukan oleh kelompok geng motor.  
Proses pengumpulan data ini dilakukan dengan dua metode 
yaitu metode interview dan dokumenter. Dengan menggunakan dua 
metode tersebut, diharapkan penulis dapat memperoleh data sesuai 
dengan tujuan penelitian. Untuk memberikan penjelasan terhadap kedua 
metode pegumpulan data tersebut, berikut ini akan dibahas secara 
singkat:  
1. Metode Interview 
Metode interview merupakan metode pengumpulan data dengan 
cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan sistematis dan 
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berlandaskan pada tujuan penelitian. Adapun interview ini 
dimaksudkan untuk pengumpulan data berbentuk wawancara 
berupa tanya jawab secara lisan (interview) antara peneliti dengan 
beberapa narasumber (informan) yang dikerjakan secara sistematis 
berdasarkan pada tujuan penelitian. Interview ini ditujukan pada 
para aparat yang berwenang dalam hal yang berkaitan dengan 
judul penelitian, terutama mengenai masalah korban kejahatan 
penganiayaan yang dilakukan oleh kelompok geng motor.; 
2. Metode Dokumenter 
Metode dokumenter adalah suatu metode penelitian yang 
menggunakan dokumen sebagai sumber datanya. Dalam metode 
ini sumber informasinya berupa dokumen bahan-bahan tertulis atau 
tercatat. Dengan demikian, peneliti langsung mengambil data yang 
sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian. Sedangkan pengertian 
dokumen itu sendiri adalah laporan tertulis dari suatu peristiwa 
yang isinya terdiri atas penjelasan dan pemikiran suatu peristiwa 
dan/atau ditulis dengan sengaja untuk menyimpan atau 
meneruskan keterangan mengenai suatu peristiwa.  
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C. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Data Primer, yaitu hasil wawancara dengan pihak Kepolisian Resort 
Kota Besar (Polrestabes) Makassar dan beberapa korban 
penganiayaan geng motor. 
2. Data Sekunder, yaitu perundang-undangan di bidang pidana, yaitu 
KUH Pidana, buku, jurnal-jurnal hukum serta sumber lain yang 
berkaitan dengan kajian viktimologi terhadap korban tindak pidana 
yang dilakukan oleh anggota geng motor. 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
a. Bahan hukum primer berupa hasil penelitian di  
b. Bahan hukum sekunder berupa perundang-undangan di bidang 
pidana, yaitu KUH PIDANA, buku-buku, jurnal-jurnal hukum serta 
sumber lain yang berkaitan dengan kajian viktimologi terhadap 
korban tindak pidana yang dilakukan oleh anggota geng motor. 
 
D. Teknik Analisis Data 
Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini 
baik data primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya 
kualitatif maka teknik analisis data yang digunakan pun adalah analisis 
kualitatif, dimana proses pengolahan datanya yakni setelah data tersebut 
telah terkumpul dan dianggap telah cukup kemudian data tersebut diolah 
dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-
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dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan yang bersifat 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
1. Data Jumlah Kasus Kejahatan, Jumlah Pelaku, dan Jumlah 
Korban Kejahatan Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anggota 
Geng Motor di Kota Makasaar (Tahun 2010-2014) 
Sesuai dari hasil penelitan yang dilakukan penulis di Kantor 
Polrestabes, diperoleh informasi bahwa dari tahun 2010 sampai dengan 
tahun 2014, terdapat 23 (dua puluh tiga) kasus kejahatan penganiayaan 
yang dilakukan oleh anggota geng motor. Setiap kasus tersebut, 
melibatkan pelaku dan korban yang jumlahnya berbeda. Untuk lebih 
jelasnya, penulis memaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut: 
Tabel 1. Jumlah Kasus, Jumlah Pelaku, dan Jumlah Korban Kejahatan Penganiayaan 
yang Dilakukan Oleh Geng Motor di Kota Makassar (Tahun 2010-2014). 




2010 1 4 1 









2013 11 18 
 
11 
2014 8 12 8 




Dalam tabel 1 tersebut, tampak jelas bahwa 23 (dua puluh tiga) 
kasus kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anggota geng motor 
di Kota Makassar dalam lima tahun terakhir (Tahun 2010-2014) 
melibatkan total pelaku 53 orang (lima puluh tiga) dan korban 23 orang 
(dua puluh tiga). 
Berdasarkan wawancara pada tanggal 3 November 2014 Pukul 
14.20 Pak Fajar salah satu anggota Satreskrim Polrestabes Makassar 
menerangkan bahwa “Kasus mengenai kejahatan penganiayaan yang 
dilakukan oleh geng motor di Kota Makassar ini, merupakan kejahatan 
yang baru. Perkiraan kami geng motor ini mulai bermunculan sekitar akhir 
tahun 2009. Awalnya mereka hanya membentuk kumpulan kecil yang 
kemudian semakin bertambah jumlah anggotanya.” Pak Fajar 
menjelaskan: 
Menurut pengamatan kami, kemunculan geng motor di Kota 
Makassar ini, awalnya hanya meniru geng motor yang ada di kota 
besar lain yang mereka lihat di tayangan televisi seperti di Kota 
Bandung, Jakarta, dan kota-kota besar lainnya. Motivasi mereka 
dalam membentuk geng motor ini hanyalah agar menjadi pusat 
perhatian dan hanya untuk mendapatkan pengakuan dengan cara 
yang kurang baik seperti balapan liar di jalan raya, merusak fasilitas 
umum, dan lainnya. Adapun kejahatan dan pelanggaran yang 
dilakukan oleh geng motor ini bersifat terstruktur dan acak (dalam 
hal ini dipengaruhi oleh minuman keras). 
 
2. Data Akibat dari Kejahatan Penganiayaan yang Dilakukan oleh 
Geng Motor di Kota Makasaar (Tahun 2010-2014) 
Berdasarkan hasil penelitian penulis di kantor Polrestabes 
Makassar, dapat diketahui bahwa akibat yang diderita oleh korban dari 
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kejahatan penganiayaan  yang dilakukan oleh anggota geng motor di Kota 
Makassar dari tahun 2010 sampai tahun 2014, sangat bervariasi. Dalam 
hal ini, penulis memberi klasifikasi akibat penganiayaan yang dilakukan 
oleh anggota geng motor. Untuk lebih jelasnya, penulis menggambarkan 
mengenai akibat penganiayaan tersebut dalam bentuk tabel sebagai 
berikut: 
Tabel 2. Data Akibat Penganiayaan Kejahatan Penganiayaan yang Dilakukan oleh 






Korban 2010 2011 2012 2013 2014 
Luka Ringan    3 4 7 
Luka Berat 1 1  8 4 14 
Kematian  1 1   2 
Sumber data: Kantor Polrestabes Makassar  
 
B. Pembahasan 
1. Peran Korban Terjadinya Kejahatan Penganiayaan yang Dilakukan 
oleh Anggota Geng Motor di Kota Makassar. 
Dalam menguraikan peran korban dalam terjadinya kejahatan 
penganiayaan yang dilakukan oleh geng motor, maka perlu dilakukan 
penyelidikan atau penelitian yang dapat memberikan jawaban tentang 
peran korban dalam terjadinya penganiayaan, dalam hal ini penganiayaan 




Dalam wawancara pada tanggal 3 November 2014 Pukul 14.20,  
Pak Fajar yang menangani perkara penganiayaan yang dilakukan oleh 
geng motor di Kota Makassar, menguraikan beberapa kasus kepada 
penulis, dan akan penulis jelaskan lebih lanjut dengan menggunakan teori 
Rena Yulia (2010:80) yang mengemukakan bahwa berdasarkan 
pendekatan viktimologis menurut teori Mendelsohn, berdasarkan derajat 
kesalahannya korban dibedakan menjadi lima macam, yaitu:  
1. Yang sama sekali tidak bersalah; 
2. Yang jadi korban karena kelalaiannya; 
3. Yang sama salahnya dengan pelaku; 
4. Yang lebih bersalah daripada pelaku; 
5. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini 
pelaku dibebaskan) 
 
Dari teori di atas, penulis akan jelaskan lebih lanjut menguraikan 
peran korban dari beberapa kasus dalam terjadinya penganiayaan yang 
dilakukan oleh anggota geng motor, sebagai berikut: 
1. Korban yang sama sekali tidak bersalah 
Penganiayaan yang dialami oleh Irfan Kadri (20 tahun) yang 
menjadi korban penganiayaan geng motor yang terjadi di Jalan Veteran 
Selatan pada tanggal 25 Agustus 2011. Penganiayaan ini  dipicu oleh 
kondisi para pelaku yang sedang dalam keadaan mabuk setelah 
mengonsumsi minuman keras. 
Awalnya para pelaku menerobos lampu lalu lintas yang berada 
di perempatan antara Jalan Landak Baru dan Veteran Selatan menuju 
arah pasar pabaeng-baeng. Pada saat bersamaan korban Irfan Kadri (24) 
datang dari arah Jalan Landak Baru mengikuti isyarat lampu lalu lintas 
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hendak berbelok ke kanan menuju Jalan Veteran. Karena hampir 
tertabrak, korban lantas menegur para pelaku yang sedang berada 
dibawah pengaruh minuman keras itu. Para pelaku merasa tersinggung 
dan langsung berbalik arah untuk mengejar  korban. Akhirnya korban 
berhasil dihadang tepat di Jalan Veteran Selatan. Tanpa berkata-kata, 
Rizal Jaya (27) langsung memukuli korban dan diikuti oleh temannya Muh. 
Ilham (20), Hendra Aditya (20), Adnan (20) ikut serta juga memukuli 
korban hingga korban sekarat, setelah itu para pelaku juga merusak 
sebuah motor Yamaha Vega ZR yang merupakan motor yang dikendarai 
korban. 
Adapun wawancara yang dilakukan oleh penulis tanggal 6 
Desember 2014 dengan korban penganiayaan berinisial FC menceritakan 
kronologis kejadian bahwa pada awalnya korban hendak mencari makan 
sekitar pukul 23.00 WITA setelah membantu tantenya membuat kue. Pada 
saat itu, korban yang berumur 19 tahun melintas di Jalan Kijang dan 
dibuntuti oleh sejumlah motor yang berada di belakangnya tanpa ada 
kesalahan salah satu pengendara motor tersebut melepaskan anak panah 
ke punggung kanan korban. Korban akhirnya pulang ke rumah tidak jauh 
dari tempat kejadian dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Siloam. 
Berdasarkan kronologis peristiwa yang telah penulis dapatkan 
dari data di kantor Polrestabes Makassar dan hasil wawancara, dapat 
disimpulkan bahwa minuman keras merupakan salah satu faktor yang 
sangat mempengaruhi terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh geng 
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motor di Kota Makassar. Hal ini disebabkan karena kondisi seseorang 
yang berada di bawah pengaruh minuman keras menjadi sangat agresif 
dan sensitif sehingga sangat rentan untuk melakukan kejahatan. Dari hasil 
wawancara dapat disimpulkan bahwa serangan yang dilakukan oleh geng 
motor bersifat acak dan dalam hal ini korban digolongkan tidak bersalah 
sama sekali serta mengalami luka berat hingga sekarat akibat dari 
penganiayaan tersebut. 
2. Korban yang jadi korban karena kelalaiannya 
Pak Fajar, dalam wawancara pada 3 November 2014 pukul 
14.30 WITA menceritakan salah satu kasus penganiayaan yang dilakukan 
oleh geng motor yang terjadi pada tanggal 16 Desember 2011 yang 
bertempat di jalan Sungai Saddang yang awalnya dipicu oleh hal yang 
sangat sepele. Pada saat saling berpapasan para pelaku dengan sengaja 
mengarahkan motor yang dikendarainya seolah-olah ingin menabrakkan 
motor itu kepada korban yang datang dari arah berlawanan. Korban kaget 
dan merasa kesal dan korban meninggikan bunyi kendaraan motornya 
yang kemudian dibalas oleh para terdakwa dan kemudian saling 
membalas hingga menimbulkan ketersinggungan terhadap para terdakwa 
yang jumlahnya 8 (delapan) orang, di antaranya Andi Agus Fardan (18), 
Buyung (17), Andana Abbas (15), Asrul Maningari (16), Muh. Syukri Bin 
Arfa (18), Andika (17), dan Anton (19) langsung mengejar korban dan 
temannya yang berjumlah 2 (dua) orang.  
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Pada saat dikejar, Buyung (17) menendang motor yang 
dikendarai oleh korban hingga korban terjatuh. Seketika itu Anton, dan 
Andi Agus Fardan langsung memukul korban dengan menggunakan 
sebatang besi yang mereka dapatkan tidak jauh dari tempat kejadian. Lalu 
Asrul Maningari, Muh. Syukri Bin Arfa ikut memukuli korban serta 
menginjak-injak korban pada bagian dadanya membuat korban tidak 
berdaya. Setelah itu Andika memanah korban pada bagian lehernya 
dengan menggunakan busur yang dibawanya dari rumah. Belum merasa 
puas, Buyung mengambil sebongkah batu dan memukulkannya ke bagian 
kepala korban. Setelah mengalami luka parah pada bagian kepala korban 
pun akhirnya meninggal dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. 
3. Korban yang sama salahnya dengan pelaku 
Lebih lanjut, Pak Fajar menceritakan tentang kronologis 
peristiwa lain tentang penganiayaan yang dilakukan oleh geng motor 
tanggal 23 Juni 2010 di Jalan Gunung Latimojong. penulis memperoleh 
keterangan sebagai berikut: 
Awalnya gerombolan geng motor terdakwa sedang melakukan 
konvoi di Jalan Gunung Latimojong. Pada saat melakukan konvoi, mereka 
menguasai seluruh badan jalan sehingga tidak memungkinkan bagi 
pengendara lain untuk mendahului. Pada saat itu, korban, Ismail Dg. Sua 
(18) sedang melintas di jalan yang sama dan terhalang oleh geng motor 
yang sedang melakukan konvoi yang sama sekali tidak memberikan ruang 
untuk mendahului. Korban lantas membunyikan klakson secara berulang-
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ulang dengan maksud agar diberi ruang untuk mendahului. Bukannya 
diberi ruang, korban malah mendapatkan makian dari Husnul (21) salah 
seorang pelaku. Merasa tersinggung, korban lantas membalas makian 
tersebut. Seketika itu Husnul menepi dan menghadang korban dan 
langsung memukul korban. Korban sempat membalas memukul, namun 
teman-teman pelaku diantaranya Heryanto (18), Irvandi (17), Septiawan 
(22) ikut membantu memukuli korban hingga luka parah. 
Contoh kasus di atas menunjukkan bahwa faktor kondisi 
psikologis dan emosi yang kurang stabil sangat berpengaruh terhadap 
terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh geng motor, karena yang 
dominan melakukan kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh geng 
motor adalah para remaja yang kondisi psikologisnya masih labil. Melihat 
kasus di atas, peran korban dikategorikan dalam sama salahnya dengan 
pelaku. 
4. Korban yang lebih bersalah dari pelaku 
Dalam wawancara yang dilakukan penulis tanggal 8 November 
2014 pukul 18:45 WITA dengan Arief (28) selaku pemilik bengkel motor di 
kawasan Sungguminasa dan korban penganiayaan menceritakan awalnya 
hendak menguji coba motor yang akan digunakan pada balapan di Trans 
Studio Mall, sehingga menantang salah satu geng motor dengan bayaran 
tinggi jika menang dalam balapan liar di sekitar kawasan poros Gowa dan 
Bili-Bili. Setelah mengadakan kesepakatan tempat dan waktu, maka 
pelaku dan korban bertemu dan melakukan balapan liar. Awalnya korban 
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menang dan mengalahkan pelaku, tapi karena pelaku tidak menerima 
kekalahan dan ejekan dari korban maka teman-teman pelaku yang tidak 
diketahui jumlahnya melakukan penganiayaan kepada korban dan teman-
temannya. 
 
2. Upaya Aparat Penanggulangan Kejahatan Penganiayaan yang 
Dilakukan oleh Geng Motor di Kota Makassar  
Kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anggota geng 
motor di Kota Makassar pada dasarnya dapat ditekan jumlahnya. Tetapi 
membutuhkan waktu yang lama dan proses yang cukup panjang untuk 
bisa memberantas geng motor yang semakin meresahkan masyarakat 
Kota Makassar saat ini. Hal ini terjadi karena sangat pesatnya 
perkembangan dari anggota geng motor dan semakin banyak yang 
mengikuti untuk membentuk kelompok geng motor tersebut. Oleh karena 
itu, usaha pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum khususnya 
anggota Polrestabes Makassar dalam menanggulangi tingkat 
perkembangan kejahatan penganiayaan pada umumnya dan 
penganiayaan yang dilakukan oleh geng motor pada khususnya yang 
terjadi di Kota Makassar dapat digolongkan atas 3 (tiga) upaya yakni, 
upaya pre-emtif, preventif dan represif. 
a. Upaya Pre-emtif 
Penanggulangan kejahatan yang bersifat pre-emtif ini adalah 
suatu tindakan pencegahan dengan usaha-usaha yang dilakukan 
58 
 
sebelum terjadinya suatu kejahatan. Tindakan ini lebih baik daripada 
upaya represif, karena tindakan ini memungkinan untuk tidak timbul 
kejahatan terlebih dahulu. 
Dalam upaya pre-emtif ini, yang dicegah adalah niat dari pelaku. 
Tindakan pre-emtif ini, selain dilakukan oleh aparat Polrestabes 
Makassar sendiri, juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga agama 
dan organisasi kepemudaan serta kerja sama antara masyarakat dan 
kepolisian dengan membentuk suatu forum kemitraan. Tindakan-
tindakan tersebut antara lain: 
1)  Melakukan penyuluhan tentang kesadaran akan taat hukum 
yang ditujukan bagi anak sekolah mulai dari tingkat SLTP, SMA, 
dan Perguruan Tinggi; 
2) Memberikan pengarahan langsung kepada guru-guru di sekolah 
dan orang tua murid agar memberikan perhatian lebih kepada 
anaknya; 
3) Memberikan bimbingan dan penyuluhan untuk taat beragama 
serta patuh terhadap hukum kepada semua lapisan masyarakat 
secara selektif dan prioritas; 
4) Melaksanakan bimbingan serta menyalurkan kegiatan 
masyarakat (terutama generasi muda) kepada kegiatan positif 
seperti olahraga, kesenian dan lain-lain; dan 
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5) Melakukan kerja sama dengan masyarakat yang diwujudkan 
dengan membentuk Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat 
(FKPM). 
b. Upaya Preventif 
Dalam menegakkan hukum pidana, cara penanggulangan atau 
penegakan baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, 
harus selalu melibatkan aparat penegak hukum dengan disertai peran 
aktif masyarakat. 
Penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif ini juga 
merupakan tindakan pencegahan sebelum terjadinya suatu kejahatan. 
Tindakan preventif ini berusaha memberantas kejahatan itu dengan 
jalan menghilangkan segala sesuatu yang menjadi penyebab 
terjadinya suatu kejahatan. Dengan kata lain, kesempatan pelaku yang 
dicegah. 
Dalam wawancara pada tanggal 3 November 2014 pukul 14:30 
WITA, Pak Arifuddin selaku anggota Reskrim Polrestabes Makassar 
menerangkan bahwa tindakan preventif yang dilakukan oleh 
Polrestabes Makassar, antara lain : 
a. Meningkatkan jam patroli yang dilakukan secara rutin di jalan-
jalan yang disinyalir seringkali menjadi tempat berkumpulnya 
geng motor;  
b. Melaksanakan razia khususnya bagi pengendara motor yang 
masih di bawah umur; dan 
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c. Mengadakan sweeping bagi pengendara motor yang mungkin 
membawa senjata tajam, obat-obatan terlarang, minuman keras, 
serta memeriksa surat kelengkapan berkendara. 
c. Upaya Represif 
Penanggulangan kejahatan penganiayaan yang bersifat represif 
merupakan usaha-usaha yang dilakukan setelah suatu kejahatan 
terjadi. Tindakan ini dapat berupa penangkapan, penahanan, dengan 
menjatuhkan pidana dan menempatkan terdakwa ke dalam lembaga 
permasyarakatan. 
Tujuan pemidanaan terhadap suatu perbuatan jahat termasuk 
kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh geng motor ini, ditujukan 
untuk memperbaiki tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma 
yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat baik norma agama, 
adat maupun norma hukum. Pembinaan merupakan tindakan yang 
efektif agar seorang pelaku kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatan 
yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam 
masyarakat tersebut. 
Pada dasarnya, terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan 
yang ingin dicapai dalam suatu pemidanaan, yaitu: 
1. Untuk memperbaiki pribadi terpidana; 




3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi mampu 
melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain, setelah mereka 
bebas dari tahanan. 
Adapun upaya represif untuk menanggulangi kejahatan 
penganiayaan, anggota Polrestabes dan jajarannya melakukan upaya-
upaya sebagai berikut: 
1. Melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap tersangka 
kejahatan penganiayaan; 
2. Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka beserta barang 
bukti lainnya dalam rangka penyidikan kasus tersebut, dan 
selanjutnya berkas perkaranya akan dilimpahkan ke Kejaksaan 
Negeri untuk diproses lebih lanjut. 
Setelah putusan Pengadilan Negeri dijatuhkan, selanjutnya 
terdakwa dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan untuk diberikan 











1. Korban memiliki peran yang bervariasi dalam terjadinya kejahatan 
penganiayaan yang dilakukan oleh geng motor di Kota Makassar, 
antara lain: 
a. korban yang sama sekali tidak bersalah, dalam kasus ini korban 
Irfan Kadri (20 tahun) dan FC (19 tahun) menjadi korban 
penganiayaan geng motor disebabkan oleh pelaku dipengaruhi 
oleh minuman keras;  
b. korban yang jadi korban karena kelalaiannya, kasus ini berawal 
dari para terdakwa yang sengaja mengarahkan motornya ke 
motor korban, merasa kesal korban lalu meninggikan bunyi 
kendaraannya kemudian terjadi ketersinggungan antara korban 
dan para terdakwa, sehingga para terdakwa melakukan 
penganiayaan hingga korban meninggal dalam perjalanan ke 
rumah sakit;  
c. korban yang sama salahnya dengan pelaku, kasus ini berawal 
dari konvoi geng motor yang menguasai badan jalan, hingga 
korban Ismal Dg. Sua membunyikan klakson untuk mendahului 
para pelaku. Bukannya diberi ruang, korban malah mendapat 
makian dan korban lantas membalas makian tersebut. Seketika 
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itu para pelaku menendang motor korban lalu menepi dan 
menghadang korban dan langsung memukul korban hingga luka 
parah. 
d. korban yang lebih bersalah dari pelaku, kasus ini berawal dari 
korban yang menantang geng motor balapan liar dengan 
taruhan uang. Para pelaku tidak menerima kekalahan dan 
ejekan hingga para pelaku melakukan penganiayaan kepada 
korban dan teman-temannya. 
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam 
hal ini Polrestabes Makassar dalam rangka menanggulangi 
kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anggota geng motor 
di Kota Makassar, secara garis besar ditempuh dengan tiga upaya, 
yaitu: 
a. Upaya pre-emtif berupa penyuluhan tentang kesadaran akan 
taat hukum dan taat beragama bagi anak sekolah mulai tingkat 
SMP, SMA, perguruan tinggi, guru-guru, orang tua murid, serta 
semua lapisan masyarakat (terutama generasi muda); 
b. Upaya preventif berupa meningkatkan jam patroli, melaksankan 
razia, dan mengadakan sweeping bagi pengendara motor; 
c. Upaya represif berupa pengejaran, penangkapan, dan 
pemeriksaan terhadap tersangka beserta alat bukti lainnya 
dalam rangka penyidikan kasus, serta melimpahkan berkas 




Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan di atas, 
maka untuk memaksimalisasi upaya pencegahan dan penanggulangan 
korban terhadap kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh geng motor 
di Kota Makassar, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai 
berikut: 
1. Diharapkan peran dari keluarga terlebih khusus orang tua agar 
memberikan perhatian dan kasih sayang yang dibutuhkan oleh 
seorang anak, karena keluarga adalah lingkungan pertama tempat 
seorang anak mengenal dunia. 
2. Diharapkan agar semua pihak yang terkait, baik Kepolisian, 
Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Lembaga Pemasyarakatan sampai 
pihak Pemerintah serta masyarakat agar terus meningkatkan kerja 
sama secara terpadu dalam menanggulangi terjadinya kejahatan, 
khususnya penganiayaan yang dilakukan oleh anggota geng motor. 
3. Diharapkan kepada masyarakat agar mengurangi aktifitas malam, 
pulang larut malam, dan sebaiknya tidak keluar seorang diri pada 
malam hari, melirik sesekali pada kaca spion guna mengetahui 
apakah dibuntuti dari belakang, menambah kecepatan jika dibuntuti 
dari belakang, serta tidak segan-segan berteriak minta tolong jika 
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